BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR %4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN MELALUI PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

a.

TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan
perizinan secara elektronik serta untuk memberikan akses
yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh
pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih mudah,
cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel, dipandang
perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Melalui Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

4.Undang-Undang.........



10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 2017);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 119) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 232);

12.Peraturan.........



19.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2012
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 138);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2015
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 164);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 244);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2017
tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten
Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 201);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 206);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2018
tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 218);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2019
tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 239);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1956);

21.Peraturan..........



21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Pariwisata;

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25
Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.26/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/
PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Sektor Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);

25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018
tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan
di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1334);

27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.95/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang Perizinan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1699);

28. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 42);

29. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor
22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI T ENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.



Pasal I

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2019 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 19A, Pasal
19B, Pasal 19C, Pasal 19D, Pasal 19E, dan Pasal 19F sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19A

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah
selama memenuhi persyaratan meliputi:
a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan;

b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan
elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan; dan

c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik terdapat cara tertentu
untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan
terhadap informasi elektronik terkait.

Pasal 19B

(1) Dokumen elektronik dan transaksi elektronik yang dibubuhi tanda tangan
elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

(2) Proses pembubuhan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik dan
transaksi elektronik tidak dibatasi oleh waktu dan tempat penandatanganan.

(3) Pembubuhan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (times stamp)
milik penyelenggara sertifikasi elektronik.

Pasal 19C

(1) Tanda tangan elektronik pada transaksi elektronik dapat diverifikasi melalui
layanan otoritas validasi (validation authority) pada penyelenggaraan sertifikasi
elektronik.

(2) Dokumen perizinan dan non perizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan elektronik yang valid merupakan
dokumen otentik.

Pasal 19D

(1) Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberi
pengaman berupa Quick Response Code dan disertai tanda tangan elektronik.

(2) Quick Response Code sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19E............



Pasal 19E

Pelaksanaan pemberian tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19D dilakukan secara bertahap sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku
dan dilaksanakan menyeluruh terhadap semua perizinan dan non perizinan.

Pasal 19F

Dalam hal penandatanganan perizinan dan non perizinan secara elektronik dalam
jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari tidak dapat dilaksanakan karena ada
permasalahan teknis terkait sistem aplikasi, maka penandatanganan dapat
dilakukan dengan cara manual/tanda tangan basah.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal | Juh *° 2020

Y BUPATI BOYOLALI, '[

R,

—

‘% SENO SAMODRO
Diundangkan di Boyolali ‘
da tanggal | ub 2020 &

TARIS DAERAH
BOYOLALI,

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR %4



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR %4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN MELALUI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

FORMAT QUICK RESPONSE CODE DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

QR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BOYOLALI
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah,
CODE WIDODO

\' BUPATI BOYOLALI, /_

sl

«L SENO SAMODRO




